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Abstrak
 

Penelitian ini berfokus pada persoalan pencegahan dan penangkalan Keimigrasian yang terjadi di Indonesia,

sejak diberlakukannya Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang.

Banyaknya permasalahan yang timbul mengenai pencegahan dan penangkalan yang terjadi di Indonesia

menyebabkan terjadinya fenomena sosial tersendiri yang menjadi perhatian publik.

 

Persoalan yang terjadi pada umumnya adalah masalah kepastian hukum, terkait masa berlaku keputusan

pencegahan dan penangkalan serta batasan kewenangan yang tidak pasti dari masing-masing instansi yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan. Hal ini disebabkan karena tidak

jelasnya status dari keputusan pencegahan dan penangkalan itu sendiri, apakah suatu keputusan hukum

ataukah keputusan administrasi.

 

Pencegahan dan penangkalan merupakan salah satu bentuk dari kewenangan negara dalam mengatur lalu

lintas orang yang keluar masuk wilayah negara. Negara mempunyai kewenangan mencegah dan menangkal

seseorang karena dasar asas kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara yang berdaulat.

 

Dari hasil pengolahan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keputusan pencegahan dan

penangkalan merupakan suatu keputusan administrasi negara, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang atas dasar wewenang yang sah dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan

yang dimiliki oleh instansi-instansi merupakan kewenangan atribusi dari pemerintah. Dalam pelaksanaan

pencegahan dan penangkalan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain kepastian hukum dan

batasan kewenangan dari status pencegahan dan penangkalan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Hasil

penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dasar hukum yang mengatur mengenai pencegahan

dan penangkalan serta dibentuknya peraturan pelaksana pencegahan dan penangkalan yang lebih pasti

mengatur mengenai batasan kewenangan instansi.

<hr>

This research focuses on the issue of entry and exit prohibition on immigration matters in Indonesia since

the establishment of the Law number 9 in the year of 1992 on immigration matters until current situation. In

line with this, there have been many issues rising given certain serious conditions caused by the government

policy on entry and exit prohibition which attract the public attention.

 

The common related issue is about the application on the rule of law, concerning the duration of the

prohibition and also the absence of the clear limitation on the scope of authority. This predicament is caused

on the confusion whether the decision on exit and entry prohibition is a decision based on the legal decision

or the administrative decision.
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On this point, the entry and exit prohibition is one of the state?s authorities in managing the flow of people

within their territory. The state has the absolute authority to prohibit a person either to enter or exit the

country based on the law of sovereignty principle.

 

From the data derived within interviews and library research, it is concluded that the decision on the entry

and exit prohibition is an administrative decision which issued by credential immigration authority based on

law and regulations. On the other hand, such authority possessed by other governmental institutions is

merely a complementary attribution given by the state. Interestingly however, at the practical level the

problem on the legal status of the decision and the limitation on the scope of authority to make such

decision. The research therefore suggests the government to revise the legal aspect on this issue, especially

concerning the entry and exit prohibition and also the complementary regulations that can manage the scope

of the probation authority.


